BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemparan dari letar belakang sampai
dengan hasil dan pembahasan maka penulis menyimpulkan
bahwa :

1. Berdasarkan analisis yuridis putusan MK Nomor
129/PUU-XXII/2024 tentang kriteria dua kali masa
jabatan kepala daerah telah memenuhi kepastian hukum
serta menjawab bagaimana dua kali masa jabatan dalam
jabatan yang sama, dalam putusan tersebut tidak
membedakan antara ~penjabat sementara dengan
penjabat  definitif. =Akan tetapi penafsiran yang
ditafsirkan oleh Komisi Pemilihan Umum berbeda
dengan apa yang disampaikan oleh MK dalam
pertimbangan Hukum putusan tersebut sehingga
menimbulkan polemik mengenai mekanisme
penghitungan dua kali masa jabatan sebagai salah satu
syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang tertuang dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
Hal demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan yang
dilakukan oleh KPU adalah pembangkangan terhadap
putusan Mahkanah Konstitusi.

2. Berdasarkan tinjauan siyasah  Dusturiah  putusan
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dalam hal ini telah menjalankan fungsi hisbah dalam
konteks modern, yakni sebagai pengawas kekuasaan
yang bertugas memastikan agar kebijakan publik tetap
berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan umat.
Lebih lanjut, sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang
sempat tidak menjalankan amar putusan MK
menunjukkan penyimpangan dari prinsip ta’at lil hukm
(ketaatan terhadap hukum) yang menjadi fondasi
penting dalam tata kelola pemerintahan menurut Islam.
Dalam siyasah  dusturiyah, setiap lembaga negara,
termasuk lembaga pelaksana, wajib tunduk pada hukum
sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi
konstitusi dan keadilan. Dengan demikian, Putusan MK
No. 129/PUU-XXII/2024 tidak hanya sah secara hukum
positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dasar dalam
ketatanegaraan Islam, serta menjadi bentuk konkret dari
pelaksanaan prinsip keadilan dan etika kekuasaan dalam

sistemm demokrasi konstitusional.
B. Saran

Untuk para pihak yang terkait dengan putusan MK
Nomor 129/PUU-XXII/2024 agar kiranya dapat menaati
dan menghormati sebagaimana mestinya apa yang
diperintahkan oleh putusan tersebut agar terciptanya

kepastian hukum dan tata kelola yang baik.
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